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WALI KOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA 

NOMOR 57 TAHUN 2023 

 

 TENTANG  

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 19 

TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA 

KEKAYAAN  PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SAMARINDA, 

  

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan  pedoman penilaian pencegahan 

korupsi Pemerintah Daerah melalui Monitoring Center for 

Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi 2023 

guna meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara;  

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 

Nomor  Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan  

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah 

sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu 

dirubah; 

c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota 

Samarinda Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

 

 

  

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 

1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 572); 

6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 19) 

sebagaiman telah diubah dalam Peraturan Wali Kota 

Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Wali Kota Nomor  Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
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Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah 

Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 125); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 19 

TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 

  

                    Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 

Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 

19), diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah 

Daerah wajib  menyampaikan LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: 

a. Wali Kota; 

b. Wakil Wali Kota; 

c. Pejabat Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama, Administrator dan Pengawas (Eselon II, 

III dan IV); 

d. Pejabat Pengelola Keuangan (Pejabat Pembuat 

Komitmen dan Bendahara Pengeluaran); 

e. Pejabat Fungsional Auditor; 

f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah; 

g. Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan atau 

Unit Layanan Pengadaan (ULP);  

f. ADC (Ajudan) Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; 

g. Staf Khusus (Tim Wali Kota untuk Akselerasi 

Pembangunan); dan 

h.  Pejabat Managerial di lingkungan Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah. 

(3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h yang tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif. 
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(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berupa : 

a. penundaan pembayaran Tunjangan Tambahan 

Penghasilan (TTP) hingga wajib lapor 

menyampaikan LHKPN. 

b. Hukuman disiplin ringan, sedang dan /atau 

tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai disiplin pegawai 

negeri sipil.  

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 6 Oktober 2023 

WALI KOTASAMARINDA, 

ttd 

ANDI HARUN 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 6 Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

ttd 

HERO MARDANUS SATYAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 448 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 
Kepala Bagian Hukum, 

 

 
 

EKO SUPRAYETNO, S.Sos 

Pembina Tingkat I / IV b 

NIP. 19680119 198803 1 002 
 


